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Sumber gambar: 

https://kalsel.antaranews.com/berita/428035/pemkot-banjarbaru-tambah-permodalan-di-bank-kalsel 

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru menambah permodalan Bank Kalimantan 

Selatan (Bank Kalsel) untuk membantu pembangunan Ibu Kota Kalimantan Selatan 

tersebut. 

 "Kami mendukung penguatan modal karena dengan modal yang kuat bisa 

semakin aktif mendukung pembangunan Banjarbaru sebagai Ibu Kota Kalsel," ujar 

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru Nurliani di Banjarbaru. 

Pj Sekda Kota Banjarbaru, Hj Nurliani MAp didampingi Asisten III Pemko 

Banjarbaru Dr Hj Rahmah Khairita MM menerima kunjungan silaturahmi sekaligus 

konsolidasi terkait rencana penambahan penyertaan modal dari Pemko Banjarbaru kepada 

Bank Kalsel tahun 2025 tersebut. 

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Kalsel yang dilaksanakan 

awal tahun 2024, seluruh pemegang saham sepakat untuk kembali menambah penyertaan 

modal di tahun 2025.   

Penambahan setoran modal ini dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) tentang modal inti minimum bank umum.   

Selain itu penambahan setoran modal ini untuk memperkuat kelembagaan Bank 

Kalsel agar berperan lebih besar dalam pembangunan khususnya di Provinsi Kalsel. 

Hj Nurliani menyatakan dukungannya bagi penguatan Bank Kalsel khususnya di 

bidang permodalan 

Pemerintah Kota Banjarbaru Tambah Permodalan

di Bank Kalimantan Selatan
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Dengan modal yang kuat ia berharap Bank Kalsel Cabang Banjarbaru semakin 

aktif dalam mendukung pembangunan Kota Banjarbaru, khususnya dalam pengembangan 

sektor usaha mikro, kecil, dan menengah," ujarnya. 

Kepala Bank Kalsel Cabang Banjarbaru, Khairunnisa menyampaikan terima kasih 

atas dukungan yang diberikan oleh Pemko Banjarbaru untuk menambah penyertaan 

modalnya.   

"Sudah menjadi komitmen Bank Kalsel untuk terus mendukung program 

pemerintah daerah dan berperan dalam pembangunan Kota Banjarbaru," tandasnya. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/428035/pemkot-banjarbaru-tambah-

permodalan-di-bank-kalsel, 1 September 2024.  

2. https://www.metrokalimantan.com/2024/08/pemkot-banjarbaru-tambah-

penyertaan.html, 30 Agustus 2024. 

 

Catatan: 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
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Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 


